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RANGKUMAN 

 

 

Bab 1 : 

1. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan bagian dari perlindungan tenaga 

kerja dari risiko kecelakaan yang berkembang secara pesat sejak Revolusi Industri. 

Dalam sejarah perkembangannya keselamatan dan kesehatan kerja disamping ditujukan 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan, juga ditujukan untuk menghindarkan terjadinya 

kerugian akibat rusaknya bahan, mesin, alat maupun hilangnya waktu kerja. Aspek 

perlindungan atas dasar kemanusiaan di satu pihak, juga mencakup aspek yang bersifat 

ekonomis dari sisi pengusaha. 

 

Bab 2 : 

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja 

mempunyai peranan yang besar di dalam mendorong diterapkannya usaha-usaha 

keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Sikap pimpinan kontraktor dan 

komitmennya dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

tenaga kerja seharusnya seimbang dengan tujuan pemikiran untuk mencegah kerugian 

ekonomis akibat kecelakaan. 

2.  Di Indonesia secara historis peraturan keselamatan dan kesehatan kerja telah ada sejak 

pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang-

undang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang pada waktu itu berlaku yaitu Viligheids Reglement telah dicabut 

dan diganti dengan Undang-undang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara No. 1 Tahun 

1970. 

 

Bab 3 : 

Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 (Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja) dari dalam negeri dan internasional yang harus dipatuhi dan apabila 

dilanggar akan ada sangsinya. 

Sehubungan dengan itu sudah saatnya penerapan ketentuan K3 diintensifkan agar 

terbangun kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang 

berlaku, sehingga kegiatan pembangunan konstruksi betul-betul tercapai nihil kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja. 
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Bab 4 : 

1.  Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja konstruksi/ proyek sangat 

tergantung dari kesadaran dan komitmen pimpinan kontraktor, disiplin para pekerja dan 

pengawasan pemerintah. Penerapan sanksi yang konsekuen akan berpengaruh 

terhadap kepatuhan ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. 

2.  Penggunaan teknologi maju untuk kepentingan kemajuan industri konstruksi akan terus 

berkembang sesuai dengan kebutuhan pembanguanan setiap negara. Untuk 

menghindarkan dampak yang dapat merugikan terhadap manusia, khususnya terhadap 

para pekerja dan lingkungan, maka dibutuhkan peraturan-peraturan maupun standar-

standar yang sesuai dengan perkembangan. Peraturan keselamatan dan kesehatan 

kerja tersebut akan menciptakan rasa aman dan memberi rasa perlindungan terhadap 

para pekerja. 
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